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ABSTRAK 

 

Wilayah perkotaan merupakan pusat perekonomian yang menyebabkan maraknya 

urbanisasi atau perpindahan masyarakat dari desa ke kota untuk membebaskan diri 

dari kemiskinan. Namun, tidak semua masyarakat yang melakukan perpindahan 

tersebut disertai dengan kemampuan dan pendidikan yang layak, sehingga mereka 

harus bekerja secara tidak tetap untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal inilah yang 

menyebabkan munculnya masalah sosial yaitu pengemis. Oleh karena itu, diperlukan 

upaya dari pemerintah untuk mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut. 

Penelitian ini pun memiliki tujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan 

pemerintah dalam mencegah dan mengatasi keberadaan pengemis sesuai Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2009. Adapun metodologi penelitian yang digunakan oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. 

Pendekatan yang digunakan oleh penulis  pendekatan perundang-undangan dan 

konseptual yang ditinjau berdasarkan beberap pandangan dan doktrin. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, hasilnya menyatakan bahwa penegakan 

hukum melalui pemberian hukum pidana kepada para pengemis dan gelandangan 

tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab, hukuman pidana lebih menekankan 

kepada pemberian hukuman, bukan pemeliharaan. Namun, implementasi dari 

peraturan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang 

Kesejahteraan Sosial Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 34 dinilai lebih efektif dalam 

mengentaskan kemiskinan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 

juga memberikan penjelasan mendetail mengenai upaya dalam mengatasi keberadaan 

gelandangan dan pengemis. Meskipun permasalahan terkait pengemis menjadi 

tanggung jawab pemerintah, diperlukan pula partisipasi dari masyarakat selaku 

pemberi sumbangan sehingga mereka merasa jera untuk kembali mengemis. 

Kata Kunci: Kemiskinan, Pengemis, Upaya 
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Abstract 

 

Urban is the center of economics that causes widespread urbanization of people from 

villages to cities to free themselves from poverty. However, not all the people who 

participated in urbanization were accompanied by proper skills and education, so 

they had to work on a non-permanent basis to fulfill their daily needs. Because of the 

lack of skills and education, social problems arise, such as beggars. Hence, the 

government needs to do something to prevent and overcome that problem. The 

purpose of this research is to find out the government’s effort to prevent and overcome 

the existence of beggars, based on Undang-Undang No. 11 Tahun 2009. This research 

uses normative research or library research. This research also uses law and 

conceptual approach, that is reviewed based on several views and doctrines. The 

result of this research states that law enforcement through the provision of criminal 

law to beggars and homeless people is not running as it should. This is because 

criminal law is more about giving a punishment, not a treatment. However, the 

application of Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang 

Kesejahteraan Sosial Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 34 is considered to be more 

effective in overcoming the poverty. Beside that, Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 1980 also provides a detailed explanation of efforts to overcome the existence 

of homeless people and beggars. Even though problems related to beggars are the 

responsibility of the government, participation from the community is also needed as 

donors so that they feel deterred from begging anymore. 

Keywords: Poverty, Beggars, Efforts 
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